SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNLIE BALT
NOMOR 76 TAHUN 2015
TEMTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DINAS PERHUBLNGAN, INFORMAST DAM KOMUNIKASI
PROVINSI BALT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomar 4 Tahun 2011 tentang Organisasl dan Tata Kerja
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tatz Kerfa Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas Pokok Dinas
Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali:

Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Ball, Nusa Tenggara Barat dan MNusa
Tenggara Timur (Lembaran Negsra Republik  Indonesia
Tahun 1958 Momor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 1649);

2. Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undarg MNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Namar
b, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 54594);







Menetapkan

4. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Megara Republic Indonesia Nomor
2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 5657 ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Frovinsi dan Pemerintahan Daersh Kabupaten/Kota (Lembaran
MNegara Republik Indonesis Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah {lembaran MNegara Republk Indonesiz
Tahun 2007 MNomor 8%, Tambahan Lembaran Negara Repubilk
Indonesia Momaor 4741);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor | Tahun 2008 bentang

Urusan Pemerntahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 13;

- Peraturan Daerah Provinsl Bali Momor 4 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Ball
{Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Dasrah  Provinsi Bali Nomor 4),  sebagaimana telsh
diubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan Daerah Nomar 4
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerzh
Provinsi Ball Noemor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Dzerah (Lembaran Daerah Prowvinsi Bali Tanun
2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provins! Bali
Momaor 4:

MEMUTLISKAN;

: PERATURAM GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS
PERHLIBLUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI BALL
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BAE 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

L. Gubernur adalah Gubernur Bali.

2. 5ekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali,

3. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya
disebut Dinas adalah [inas Perhubungan, Informasi  dan
Komunikasi Provinsi Bali,

4. Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi vang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adaslah Kepala Dinas
Perhubungzn, Informasl dan Komunikasi Provinsi Bali.

BAE 11
TUGAS POROK DINAS
Pasal 2

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah
tangga daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan
Informatika, serta melaksanakan kewenangan desentralisasi dan

tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan, komunikasl dan
Informatika.

BAB 111
FLINGSI DINAS
Pasal 3

Cinas mempunyai fungsi:

3. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi
dan informatika;

b. pengelolaan sarana prasarana bidang perhubungan, komunikasi
dan informatika;

€. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum
sesuadi Didang perhubungan, kemunikas! dan Informatika:

d, pembinaan pelaksanzan  tugas  sesual dengan bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bl




8B IV
RINCIAN TUGAS KEPALA DINAS

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi mempunyai
tugas:

d.

b.

melaksanakan tugas pemerintahan dan  pembargunan yang
diberikan Gubarmur;

menyusun bahan arah kebijakan pembangunan janoka paniang
dan jangka menengah bidang perhubungan darat, perhubungan
laut, perhubungan udara, komunikasi dan informatika:
merumuskan arah kebijakan pembangunan strategis bidang
perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan wdara,
komunikasi dan informatika;

merumuskan rencana strategis pembangunan kebutuhan sarana,
prasarana dan jaringan pelayanan jasa perhubungan darat,
perhubungan  laut, perhubungan udara, komunikasl  dan
Informatika;

melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi program
kegiatan tahunan pemerintahan dan  pembangunan bidang
perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara,
komunikasi dan informatika;

merumuskan  kebijakan  penyvusunan rencana anggaran
pendapatan dan belanja kegiatan tzhunan pembangunan dan
pemeliharaan rumah tangga dinas;

melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian
pengelclaan keuvangan, sumber daya manusia, asot kakavaan
milik negara dan peralatan/perlengkapan rumah tangga dinas;
melaksanakan pelayanan perizinan hidang perhubungan darat,
perhubungan  laut, perhubuncan  udara, komunikasi  dan
Informatika sesuai kewenangan;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan analisis
kebutuhan sarana, prasarana dan kinerja pelayanan jasa
perhubungan, komunikasi dan informatika serta keselamatan lalu
lintas angkutan darat, laut, udara dan keamanan data;
mendistribusikan, mengawasi dan menilal pelaksanaan tugas dan
prestasl kerja bawahan;

melaksanakan Sistem Pengendzlian Intem Pemerintah;
mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan
hasil pelaksanaan kegiatan Dinas pada setiap ; bulan, triwulan,
semester, dan tahunan;

- melaksanakan ftugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh

atasan sesusi dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melaul
Sekretars Daerah.
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BAB W
RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT
Bagian Kesatu
Sekretaris
Pasal 5

Sekretaris mempunyal tugas:

8. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;

b. mengkoordinasikan program  kerja masing-masing Kepala Sub
Bagian;

€. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;

d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Baglan
dan bawahan sesual dengan pedoman dan  ketentuan yang
berlaku;

€. menilal prestasi kerja bawahan;

f.  melakukan koordinasl dengan para Kepala Bidang dan Kepala
UFT;

g. mengkoordinasikan kegiatan pengeiolaan keuangan; penyusunan
program evaluasi dan monitoring; umum dan kepegawaian:

h. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan
pada sekretarial, bidang dan UPT untuk disampaikan kepada
Kepala Dinas;

. mengkoardinasikan hasil menitoring, evaluasi dan pelaparan hasll
pelaksanaan kegiatan pada sekretariat, bidang dan UPT setiap ;
bulan, triwulan, semester dan tahuman untuk disampatkan
kepada Kepala Dinas;

J.  mengkoordinasikan  proses  perizinan/nonperizinan  untuk
disampaikan  rekomendasi  diterima  atau  ditolaknya
perizinan/nonperizingn kepada Kepala Dinas untuk disampalkan
kepada BPMP;

k. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

l.  melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang ditugaskan oleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yvang berlaku; dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas,

Bagian Kedua
Sub Bagian
Pasal &
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. membimbing dan member petunjuk kepada bawahan sesuai

gengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
€. mmenilai prestasi kerja bawahan;
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n.

melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub
Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;

melakizkan menitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana
kegiatan di Sub Bagian setiap : bulan, triwulan, semester dan
tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;

melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
surat;

melaksanakan urusan rumah tangga;

melaksanakan administrasi Pegawal ASN:

penatausahaan barang milik daerah;

menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan
struktur organisasi, analisis jabafan dan pengukuran beban
kerja;

menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum
daerah, kehumasan dan keprotokolan:

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

. melaksanakan tugas kedinasan lzinnya yang ditugaskan olah

atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan vang berlaku;
dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(2} Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyal tugas:

a.
b.

oo
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menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
memimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku:

menilal prestasi kerja bawahan;

melaksanzkan pengurusan gajl pegawai  dan tunjangan
lainnya;

melaksanakan penatausahaan keuangan;

melaksanakan pengawasan keuangan;

menmyusun dan menyampaikan laporan peranggungjawaban
keuangan;

melaksanakan Sistem Pengendallan [ntern Pemerintah:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Palaparan
mempunyai fugas:

a.
b.

[+
d.

MEnyUsUn rencana dan program kerfa Sub Bagian;
membimbing dan memberl petunjuk kepada bawahan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku:

menilai prestasi kerja hawaban;

melakukan penyusunan anggaran/pemblayaan kegistan di
sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan  kegiatan
pada sckretariat dan  masing-masing  bidang untuk
disampaikan kepada Sekretaris;
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f.  menghimpun dan memverifixasi hasil monitoring, evaluas!
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan
masing-masing bidang serta UPT; setiap: bulan, triwulan,
semester dan tahuran untuk disampaikan kepada Sekretzris;

g. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Rencana
Statejlx (RENSTRA);

n. menghimpun bahan dan menyusun laparan kinerja Dinas;

i. melaksanakan Sistem Pengendazlian Intern Pemerintah:

j»  melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh

atasan sesusi dengan pedoman dan ketentuan yang berlakw;
dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretars.
BaB VI
RINCIAN TUGAS BIDANG
Bagian Kesatu
Bidang Lalu Lintas

Pasal 7

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyal bugas:

4.

h.
C:
d

hol

menyusun rencana dan program kerja Bidang;
meangkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
mengkeordinasikan para Kepala Saksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan
bawahan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
menilai prestasi kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pambiavaan kegiatan
pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui
Sekrotaris;

mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampalkan kepada Kepala Dinas meialui
Sekrataris,;

menyiapkan kebijakan di Bidang Lalu Lintas yang menjadi lingkup
kewenangan provinsi;

menyusun rencana induk jaringan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan
Provinsi;

melaksanakan manajemean dan rekayasa lalu lintas  untuk
jaringan jalan provinsi;

melaksanakan manajemen kebutuhan [alu lintas untuk jaringan
jalan provinsi;

memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk
falan prowvinsi;

melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ o jalan
pravinsi:
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(1)

{2)

menyelenggarakan pengelolaan terminal dan perlengkapan jalan
sesual lingkup kewenangan provins;

melaksanakan Pengawasan Aspek Kesslamatan dan Ketertiban
Lalu-Linkas;

mengkoordinasikan  pelaksanaan operzsional penyelenggaraan
Bidang Lalu-Lintas yvang menjadi lingkup kewenangan provinsl;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu-Lintas;
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainmya yang ditugaskan oieh
atasan sesuai dengan padoman dan ketentuan vang berlaku; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui
sekretaris,

Pasal 8

Kepala Saksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai

tugas:

a4, menyusun rencana dan program keria Selksi;

b, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

€. menilal prestasi kerja bawahan;

d. menyusun  anggaran/pembiayaan  kegiatan  Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

@, melakukan monitoring, evaluasi dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

f.  menmnyusun rencana induk jaringan Lalu-Lintas dan Angkutan
Jalan Pravinsi;

g. meleksanakan manajemen dan rekayvasa lale linkas untuk
jaringan jalan provinsi;

n. melaksanakan manajemen kebutuhan lalu  lintas di jalan
provinsi untuk jaringan jalan provinsi;

. meryusun persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk
jalan provinsi;

{. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan LLAY di jalan

provinsi;

k. melaksanakan penilaian lomba tertib lalu lintas dan angkutan
kota (Wahana Tata Nugraha/WTH) tingkst provinsi;

. melaksanakan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
danm

n. melaporkan hasll pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Prasarana mempunyai fugas:

8. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuzi
dengan padoman dan ketentuan yang berdaku;

c.  menilai prestasi kerja bawaban;



K.

menyusun anggaran/pembiayaan  kegiatan  Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

mefakukan  manitoring, evaluasi  dan  pelaperan  hasil
pelaksana kegiatan di Sekst setiap ; bulan, trivulan, semestar
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
menyusun rencana kebutuhan terminal dan perlengkapan
jatan sesual lingkup kewenangan provinsi;

melaksanakan pembangunan terminal dan perlengkapan
ialan sesuai lingkup kewenangan provinsi;

melaksanakan  rehabilitasi/pemellharaan terminal dan
perlengkapan jalan sesuai lingkup kewenangan provinsi
melaksanakan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berakis;
dan

medaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Keselamatan dan Ketertiban mempuryal tugas:

a.
b.

C.
a.

mienyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sasuai
dengan pedoman dan ketentuan yang beraku;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun anggaran/pembiayaan  kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluasi dan  pelaporan  hasil
pelaksana keglatan di Seksi sstiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
melaksanakan pengawasan teknis sarana dan prasarana
perhubungan darat sesuai lingkup kewenangan;
melaksanakan penimbangan kendaraan bermotor di jalan;
melaksanakan penyidikan pelanggaran perundang-undangan
di Bidang Perhubungan Darat sesual Hngkup kewsnangan;
melaksanakan Sistem Pengendalian [ntern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Bidang Angkutan Jalan

Pasal 9

Kepala Bidang Angkutan Jalan mempurnyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;

b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
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membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
menilal prestasi kerja bawahan;

menakoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan
pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris;

mengkoordinasikan hasll monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanzan kegiatan di Bidang setiap ; bulan, tiwulan, semestar
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalul
Sekretaris;

menyiapkan kebijakan di Bidang Angkutzn Jalan yang menjadi
lingkup kewenangan provinsi;

menyusun kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan
perkotaan  vyang melampaul batas 1 (satu) daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provins;

menyusun rencand umum jaringan trayek antar kota dalam
daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu)
daerah kabupaten/kota;

menyusun  rencana  umum  jaringan  trayek pedesaan  yang
melampaul 1 (satu} daerab kabupaten dalam 1 (satu) daerah
provinsi;

menyusun - wilayan  operasi  angkutan  orang  dengan
menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan vang wilayah
operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu)
daerah provinsi;

menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan yang wilayah
operasinga melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi;

menyusun tarif kelas ekonoml untuk angkutan orang yang
melayani trayek antarkota dalam daerah provinsl serta angkutan
perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah
kabupaten/kota datam 1 {satu) daerah provinsi:
mengkoordinasikan  proses  perizinan/nonperizinan untuk
disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya
perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris:
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lalnnya yang ditugaskan oleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku: dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalul
Sekretaris.

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian mempunyal tugas:

a. menyusun réncana dan program kera Seksi:

b. memblmbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

c. menilal prestasi kera bawahan;
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menyusun - anggaran/pembiayaan  kegiatan  Seksi  untuk
disampalkan kepada Kepala Bidang;

melakukan  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  hasil
pelaksana keglatan di Seksl setiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
menyusun kawasan perkotaan ountuk pelayanan angkutan
perkataan  yang melampaui batas 1 (satu) daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

mMenyusun rencana umum jaringan trayek antarkota dalam
daerah provinsi dan perkot2an yang melampaui batas 1
{satu) dasrah kabupaten/kata;

MEMyUSUN rencénd umum jaringan trayek pedesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupatenfkota dalam 1 (satu)
daerah provinsi;

menyusun  wilavah operasi  angkutan  Qrang  dendgan
mengaunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah
operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu)
daerahn provins;

melakukan pembinaan pengusaha angkutan umum;
melaksanakan pembinaan dan pemilihan Awak Kendaraan
Umum Teladan (AKLUT) tingkat provinsi;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan olah
atasan sasuai dengan paedoman dan katentuan yang berlaku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Saksi Tata Laksana mampunyal tugas:

a.
b.

it
d.

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun  anggaran/pembiayaan  kegiatan  Seksi  untuk
disampaixan kepada Kepala Bidang;

melakukan  monitoring,  evaluasi  dan pelaporan hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap : bulan, tiwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
memproses pemberian perizinan  angkutan umum  sesual
lingkup kewenangan provinsi;

memproses tarif penumpang angkutan umum sesual lingkup
kewenangan provinst:

melakukan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan
rekomendas! diterdima atau ditclaknya perizinan/nonperdzinan
kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas
mielalul Sekretarls;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang beraku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan lugas kepada Kepala Bidang.
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(3) Kepala Seksi Sarana Angkutan mempunyai tugas:

2. menyusun rencana dan program kerja Seksi:

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sasuaj
dengan pedoman dan ketentuan yang berdaku;

. menilai prestasi kerja bawahan;

d. menyusun anggaran/pembiayaan  kegiatan Seksi  untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

2. melakukan monitoering, evaluasl dan  pelaporan hasil
pelaksana kegiatan di Seks! setiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

f. melaksanakan peneliian dan penilaian kesesuaian antara
fisik kendaraan bermotor dengan rancang bangun dan
rekayasa kendaraan bermotor;

g- melaksanakan penilaian kondisi fislk kendarsan bermotor
milik pemerintah yang akan dihapuskan:

h. melaksanakan pembinaan dan pemilihan penguji teladan
tingkat provinsi;

L. melaksanakan Siskem Pengendalian Intern Pemearintah;

j.  melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan cleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berdaky;
dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Baglan Ketiga
Bidang Perhubungan Laut

Pasal 11

Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas:

—h

angg

mEenyusun rencana dan program kerja Bidang;
mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
mengkoordinasikan pars Kepala Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan
bawahan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
menilai prestasi kerja bawahan:

mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan keglatan
pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris;

mengkoordinasikan hasil manitoring, evaluasi den pelaporan hasi
pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan urtuk disampalkan kepada Kepala Dinas melalul
Sekretarls;

melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kegiatan
operasional angkutan laut, keselamatan pelayaran, kepelabuhan,
perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut serta
as0siasl, sesuai dengan wilayah kewenangan;

menyiapkan rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan (RIP), untuk
pelabuban utama dan pengumpul;

Bl
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(1)

menyiapkan telaahan penetapan Rencana Induk Pelabubhan (RIP)
untuk pelabuhan pengumpan regional;

mengumpulkan, mengalah dan mengevaluas! data angkutan laut
dan penunjang angkutan laut, analisis kebutuhan sarana,
prasarana, dan jaringan angkutan laut didalam wilayah provinsi;
pemberian |jin usaha pelayaran rakyat (PELRA), perusahaan
angkutan laut dan perusahaan penunjang angkutan laut, ijin
rancang bangun dan sertifikat keselamatan kapal, ijin operasi
angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provins
dan penetapan tarif angkutan laut danm tenaga kerja bongkar
muat sesuai kewenangan;

menyvusun bahan penyuluhan pengawasan standarisasi kelalkan
dan keselamatan sarana, prasarana, fasitas keselamatan
pelayaran, angkutan laut dan penunjang angkutan laut;
melaksanakan koordinasi dan fasilitas pengawasan,
pengandalian, pembinaan dan penertiban ijin usaha/operasional
perusahaan penunjang angkutzn laut;

melaksanakan  koordinasi  dan pengawasan  kelancaran,
keamanan dan keselamatan pelavaran, angkutan laut dan
penunjang angkutan faut di pelabuhan;

mengkoordinasikan  proses  perizinan/nonperizinan  untuk
disampalkan rekomendasi diterima atau ditolaknya
perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris,
melaksanakan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sasuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
meiaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalul
Sekretaris.

Pasal 12

kepala Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

h. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaky;

C. menilai prestasi kerja bawahan,

d. menyusun anggaran/pembiavaan  kegiatan Seksi  untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

e. melakukan monitoring, evaluasi dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan kegiatan perusshaan angsutan |auk
dan penunjang angkutan laut;

g. pengawasan pengoperasian penyelenogaraan angkutan laut
sesuai kewenangan;

h. pengawasan angkutan barang berbzhaya dan khusus sesual
kewenangan;

i. menyiapkan bahan  pembinaan, pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan tarif angkutan laut dan
tenaga kerja bongkar muat;
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b

t.

menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi usaha
angkutan laut, izin usaha penunjang angkutan laut serta izin
operasi angkutan penyebrangan antar kabupaten/kota dalam
provinsi;

menyiapkan bahan pelaporan pengoperasian kapal secara
tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagl perusahazn
angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas
pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi:
menyiapkan bahan pelaporan penempatan kapal dalam
trayek tetsp dan teratur {liner) dan pengoperasian kapal
secara fidek tetap dan tidak terstur (tamper) bagi
perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi
pada lintas pelsbuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilavah
provinsi setempat, pelabuhan antar provinsl (lintas batas);

- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan

analisis data angkutan laut dan penurjang angkutan laut;
menyliapkan bahan koordinasi dan pengawasan kelancaran,
keamanan dan keselamatan bongkar muat barang/jasa
angkutan laut di pelabuhan;

menyiapkan bahan koondinasi, fasilitas dan pengawasan
kelancaran, keamanan dan keselamatan mobilitas barang
dan jasa keluar/masuk pelabuhan;

menylapkan bahan koordinasi dan fasilitas pengawasan,
pengendalian, pembinaan dan penertiban  terhadap
pelanggaran ijin usahafoperasional perusahaan penunjang
angkutan laut;

melakukan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan
rekomendasl diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan
kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas
melalui Sekretaris:

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakar tugas kedinasan lalnnya yang ditugaskan aleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas:

=8
b.

C,
d.

menyusun rencana dan program kerja Seksi:

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

manyusun anggaran/pembiayaan  kegiatan Seksi  untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluasl dan  pelaporan hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap ; bulan, triwulan, semester
dan tahunan urtuk disampalkan kepada Kepala Bidang;
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan
analisis kelaikiautan kapal;

menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi dan
perizinan rancang bangun, penerbitan sortifikat kesalamatan
kapal sesual kewenangan;
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h.

El

menyiapkan bahan kcordinasi, fasilitasi dan pengawasan
kelaiklautan kapal, pengawakan dan keselamatan pelayaran
s@5Uai kewenangan;

melakukan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan
rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan
k2pada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas
melalui Sekretaris;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintzh;
melaksanakan tugas kedinasan lalinnya yang ditugaskan oleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

{3} kKepala Seksi Kepelabuhan mempunyal tugas,

a.
b.

C.
d.

MENyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yvang bBerlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun anggaran/pembiayaan  kegiatan Seksi  untuk
disarmpaikan kepada Kepalz Bidang;

melakukan monitoring, evaluast dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
menyiapkan bahan  koordinasi dan  fasiitasi  bidang
kepalabuhan;

menyelenggarakan angkutan penyeberangan sungai, danau
dan perairan sesuai kewenangan;

melaksanakan pengumpulan, pengelahan, evaluasi dan
analisa  kebutuhan prasarana  utama  dan  penunjang
operasional pelabuhan;

menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi dan
penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) untuk pelabuhan
pengumpan regional;

menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan spesifikasi
prasarana utama dan penunjang operasional pelabuhan;
melaksanakan Sistermn Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lginnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Keampat
Bidang Perhubungan Lcdara

Pasal 13

Kepala Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas:
MEMYLUSLIN rencana dan program kerja Bidang:
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;

d.
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meangkoordinasikan para Kepala Seksi;

membimbing dan memberl petunjuk kepada Kepala Seksi dan
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku:
menllal prestasi kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan
pada Bidang untuk disampzikan kepada Kepala Dinas melalul
Sekretaris;

mengkoordinasikan hasil monitaring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwular, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui
Sekretans;

melaksanakan  koordinasl  terhadap  pelaksanaan  peraturan
perundang-undangan, standarisas|/spesifikasi teknis sarana dan
prasarana angkutan udara, operasional bandar udara dan
keamanan serta keselamatan penerbangan;

melaksanakan koordinasi atas daerah lingkungan kepentingan
(DLEp) bandar udara untuk menjamin keselamatan keamanan
penerbangarn;

melzksanakan keordinasi dan pengawasan kelzikan operasional
sarana dan prasarana pelayznan Angkutan Udara, Bandar
Udara, Perusahaan Penunjang Bandar Udara, Perusahaan
Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), keamanan dan
keselamatan penerbangan;

metaksanakan koordinasl atas tersedianya aksesibiltzs dan
utilitas untuk menunjang operasi bandar udara;

menjadi anggota Komite Fasilitasi Bandar Udara (KOMFAL);

. melaksanakan tugas pelayanan jasa angkutan udara, bandar

udara dan rute penerbangan antar kabupaten/kota dalam
provinsi;

mengkoordinasikan  proses  perzinan/monperizinan  untuk
disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya
perizinan/nonperizinan kepaca Kepala Dinas melalui Sekretaris;
melaksanakan Sistermn Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanzkan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kKepala Dinas melalul
Sekretaris.

Pa=al 14

(1) Kepala Seksi Angkutan Lidara mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
gengan pedaman dan ketentuan yang berdaku;

t. menilai prestasl kerfa bawahan;

d. memyusun  anggaran/pembiayaan  kegiatan  Seksl  untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

2. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan  hasil
pelaksana keglatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;



(2)

W

mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kerfa seksi;
mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data angkutan
udara;

koordinasi dan pengawasan kegiatan izin usaha angkutan
udara niaga;

koordinasi dan pengawasan izin kegiatan angkutan udara;
koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan jaringan
dan rute penerbangan sesuai kewenangan;

mengusulkan rute penerbangan baru ke dan dan daerah
yang bersangkutan sesudi Kewenangan;

koordinasl dan pengawasan pelaksanaan persetujuan rute
penerbangan, persetujuan penambahan atau pengurargan
kapasitas angkutan udara;

memproses  persetujuan fjin terbang [/ FA  perusahaan
angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam
1 (satu) provinsi;

pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara dan
taril referensi angkutan udara;

koordinasi danm pengawzsan pelaksanaan kegiatan General
Sales Agent (GSA) sesual kewenangan;

pemberian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ijin
Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU};

pengusulan bandar udara yang terbuka  untuk melayan
angkutan udara ke dan dari luar negeri;

pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan ijin terbang
(FA) yang dikeluarkan pemerintah;

pemantauan persetujuan fjin terbang (FA) tidak berjedwal
dan non niaga antar kabupaten/kota dalam 1(satu]} provinsi;
melakukan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan
rekomendasi diterima atau ditolakrya perizinan/nonperizinan
kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas
melalui Sekretaris;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

Kepala Seksi Kebandarudaraan mempunyal tugas:

a.

b.

G

d.

menyusun rencanz dan program kerla Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesua
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilal prestasi kerja bawahan;

menyusun  anggaran/pembiayaanr  kegiatan Seksi  untuk
disampaikan kepadz Kepala Bidang;

melakukan monitaring, eveluasi dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap @ bulan, triwulan, semesier
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
mengqumpaulkan, mengolah dan mengkaji data
kebandarudaraan;

o
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P.

penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan pada
bandar udara yang belum dikemersialkan yang dibentuk oleh

daerah provinsi dan bertanggung jawab kepada daerah
provinsi;

menyiapkan  Dbahan  penetapan  besaran  tarif  jasa
kebandarudarsan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah Provinsi setelah konsultasi ke Pemerintah Pusat;
memproses rekomendasi terhadap ijin pembangunan bandar
udara sesual kewenanagan;

memproses rekomendasi penetapan lokasi dan rencana induk
bandar udara umum;

memproses rekomendasi pembangunan bandara khusus [
heliport setelah mendapat persetujuan dar Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;

melakukan  koordinasi dan pengawasan  terhadap
pelaksanaan kegiatan pengaturan pesawat udara di apron,
pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kabakaran [
PEP-PK ), safvage pengamanan bandarz udara dan Ground
service Equitment (GSE) sesudi kewenangan,

. melgkukan proses perlzinan/nonpedzinan untuk disampaikan

rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan
kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas
melalui Sekretaris;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
aktasan sesugi dengan pedoman dan ketentuan vang berlaku;
dan

melaporkan hasil pelaksanzan tugas kepada Kepala Bidamg.

¥epala Seksi Keselamatan Penerbangan mampunyai tugas;

a.
b

£
d.

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan member petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai presiasi kerja bawahan;

menyusun - anggaran/pembiaysan  kegiatan  Seksi  untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluasi  dan  pelaporan hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap : bulan, tiwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bldang;
mengumpulkan, mengoiah dan mengkajl data keselamatan
penarbangan;

melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian daerah
lingkungan kepentingan bandar udara untuk  menjamin
keselamatan keamanan penerbangan;

melakukan koordingsl dan pengawasan pemanfaatan ruang
vang berada di dalam kawasan keselamatan operasi
penerbangan { KEOF ) sesuai kewenangan,

mealakukan koordinasl dan pengawasan terhadap personil
bandar udara sesuai kewenangan;

Gl



. membantu  kelancaran pencarian dan pertolongan terhadap
cetiagp pesawat udara yang mengalami kecelakaan =esual
kewenangan;

k. melakukan koordinasi terhedap standar operasi prosedur
yang terkait dengan pengamanan bandar wdara sesuai
kewenangan;

1. melakukan koordingsi dan pengawasan lokal prosedoer bandar
udara khusus / heliport sesual kewenangan;

m. menyalenggarakan bimbingan teknis sumber daya manusia di
bidang penerbangzan sesuai kewenangan:;

n. melakukan pemantauan dan  pengendalian  ketinggian

terbang penerbangan wisata antar kabupatanfkots dalam

prowinsk:

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh

atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan vang berlaku;
dan

a. melaporkan hasil pefaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

v e

Bagian Kelima
Bidang Informasi dan Komunikasi
Pazal 15

kepala Bidang Informasi dan Komunikas! mempunyai tugas:

8. MEenyusun rencana dan program kerja Bidang;

b, mengkoondinasikan program kerja masing-masing Seksi;

i, mengkoordinasikan para Kepala Seksi;

d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan

bawahan sesuai dengan pedeman dan ketentuan yang berake;

menilal prestasi kerla bawahan;

mengkeordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan

pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas malalui

Sekretaris;

g. mengkoardinasikan hasil monitoring, evalugsi dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester
oan fahunzn unfuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris;

h.  menyiapkan bahan koordinasi, rekomendas! dan kebljakan teknis
di bidang kormunikasi dan informatika sesuai kewenangan;

. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengawasan bidang
kormunikasi dan informasi s2suai kewenangan:

i, meningkatkan pemanfaatan informasi dan komunikasl melalui
seluruh saluran media;

k. mengkoordinasikan pemberdsyaan kelompok komunikasi soslat
masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas informasi;

LT
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(1)

(2)

melaksanakan koordinasi hubungan antar lembaga;
mengkoordinasikan  proses  perizinan/nonperizinan  untuk
disampaikan rekomendasi  diterima  atau  ditolaknya
perizinan/nonparizinan kepada Kepala Dinas melalul Sekretaris;
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tgas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tuegas kepada Kepala Dinas melalul
Sekretaris.

Pasal 16

Kepala Seks| Pos dan Telekomunikasi mempunyal tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

h. membimbing dan membesd petunjuk kepada bawahan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

¢, menilal prestasi kerja bawahan;

d. menyusun anggaran/pembiayaan keglatan Seksi  untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

e, melakukan monitoring, evaluasi dan  pelaporan hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap - bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

f, menylapkan bahan kebijakan teknis di bidang  pos,
telekomunikasi dan pemyiaran sesuai kewenangan;

g. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan rekomendasi
dibidang penyelenggara pos, telskomunikasi dan penylaran
sesudl kewenangan;

h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi data
penyelenggara  pas, telekomunikasi dan filateli  sesual
kewenangan,

i. melaksanakan pengawasan, pembinaan  rekomendasl
penvelenggaraan pos dan  telekomunikasi skala  provinsi
sesual kewenangan;

{.  melakukan proses perizinan/nonperizingn untuk disampaikan

rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan
kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas
melalui Sekretaris;

k. melaksanakan Sistemn Pengendalian Intern Pemerintah;

.  melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi  Informasi

mempunyai fugas:

a. menyusun rencand dan program kerja seksi;

b. membimbing dan member petunjuk kepada bawahan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang beraku;

c. menilai prestasi kerja bavwahan;

d. menyusun anggaran/pemblayaan  kegistan  Seksi  untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;
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e, melakukan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester
dan tzhunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
melaksanakan diseminasi informasi publik;

g. melaksanakan kpordinasl dan fesiitasi  pemberdayaan
komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media
sesual kewenangan;

h. memyiapkan dan menvesun materi informasi serta sosialisasi
kebijakan, program kegiatan pemerintah;

.  menyiapkan dan menyusun bahan infarmasi serta sosialisasi

kebljakan, program, kegiatan pemerintah melalul seluruh

saluran media;

memfasilitasl sarana dan prasarana komunikasi;

k. mengkgordinasikan dan  memfasilitasi  Komisi  Informasi

Provinsi;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlakuy;
dan

n, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

=

—_—

BAB W11
KELOMPOK JABATAM FUNGSIONAL
Pasal 17

Kelompok Jabatzn Fungsional Dinas mempunyal tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas sesual dengan keahllan dan kebutuhan,

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulal berlaku, Peraturan
Gubermur Ball Momor 66 Tahun 2011 Tentang Rindan Tugas
Pokok Dinas Perhubungan, Informasi Dan Komunikasi Provinsi

Bali (Berita Daerah Provinsl Ball Tahun 2011 Nomor 68) , dicabut
dan dinyatakan tidak berlakui.

gl



(2) Peraturan Gubernur ini mulgi berlaku pada tanggal 1 Desember
2015

Adar setiap crang mengetahuinya, memerntahkan pengundangzn
Peraturan Gubernur inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Ball,

Ditetapkan di Denpagsar
pada tanggal 1 Desember 2015

GUBERNUR BALT,
td

MADE MANGKL PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Desember 2015

SEERETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
T
COKORDA NGURAH PEMAYLUN
BERITA DAERAH PROVINSI BALLI TAHUN 2015 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
Hepa um dan HAM Setda Provinsi Bali,

I M Sugiada, SH.MH
embina Utama Muda
MNIP. 19651231 198&03 1 175
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